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Industriaisasi yang melanda berbagai

Negara berkembang selain menciptakan

juga menimbulkan
berbagai masalah yang cukup merepotkan.

Salah satunya adalah masalah kesempatan

sederet keberhasilan,

kerja dan pegangguran. Catatan organisasi
buruh internasional (ILO) menyebutkan bahwa
jumlah pengangguran di negara berkembang
jauh lebih tinggi dibanding negara-negara
Hal

industrialisasi yang digalakkan di negara-

maju. ini dapat dimengerti karena
negara berkembang umumnya tidak disertai
dengan kesiapan tenaga kerjanya. Tingkat
pendidikan dan keterampilan yang rendah
merupakan salah satu penyebab kurangnya
daya serap lapangan kerja disamping tingkat
pembentukan modal nasioanl yang rendah.
Akibatnya jumah pengangguran akan terus
meningkat. '

Hampir semua negara di dunia ini
termasuk Indonesia tidak mampu menyediakan
lapangan kerja yang cukup menampung

angkatan kerjanya.

Bukan hanya negara berkembang yang tidak
mampu menyediakan lapangan kerja, tetapi
juga negara — negara maju. Kurangnya
lapangan pekerjaan merupakan masalah yang
harus di tangani dengan sungguh — sungguh,
alasannya karena bekerja atau tidak bekerjanya
seseorang berhubungan langsung dengan
kesempatan orang mencari nafkah. Masalah
pengangguran akan menimbulkan dampak
negatif baik kelangsungan hidup bangsa dan
negara. Dampak negatif ini diantaranya adalah
tindakan  kriminal,
bertambahnya jumlah anak jalanan, dan
sebagainya yang
sosial atau kuman penyakit sosial yang

kian  beragamnya

sudah menjadi patologi

menyebar di masyarakat. Oleh karena itu,
persoalan pengangguran di Indonesia harus
secepatnya dipecahkan dan dicari jalan
keluarnya.

Namun demikian, patut kita syukuri
kondisi ketenagakerjaan Indonesia dalam
beberapa tahun belakangan menu_x_l;iukkan

adanya sedikit perbaikan.

! Rasyid, Ketenagakerjaan dan Pengangguran, hitp;//rasyid.ngeblogs.com.2009/08/06/hello-word, September 2009
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Hal ini digambarkan dengan adanya

peningkatan kelompok penduduk yang

bekerja  serta  menurunnya  angka
pengangguran.
A. Kondisi dan Masalah Ketenagakerjaan

di Indonesia

Tenaga Kerja adalah penduduk dalam usia
kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu
mereka yang sudah bekerja, mereka yang
sedang mencari pekerjaan, mereka yang
bersekolah, dan mereka yang mengurus
rumah tangga.

Angkatan Kerja adalah mereka yang
mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja
maupun yang sementara tidak sedang
bekerja, karena suatu sebab, seperti petani
yang sedang menunggu panen, pegawai
yang sedang sakit, dsb. Sedangkan, bukan
angkatan kerja adalah penduduk dalam usia
kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai
pekerjaan, dan tidak sedang mencari
pekerjaan (pelajar, mahasiswa, ibu-ibu
rumah tangga) serta menerima pendapatan,
tetapi bukan merupakan imbalan langsung
atas suatu kegiatan produktif (pensiunan,

veteran perang, dan penderita cacat yang

menerima santunan).

Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan di
Indonesia dalam satu tahun terakhir atau
kuartal tahun 2010
menunjukkan adanya sedikit perbaikan. Hal ini

hingga pertama

digambarkan dengan adanya peningkatan
kelompok penduduk yang bekerja serta
menurunnya angka pengangguran. Pada kuartal
pertama tahun 2010 jumlah angkatan kerja
mencapai 116 juta orang naik 2,26 juta orang
dibandingkan tahun

kuartal yang sama tahun 2009 yang sebesar

dengan sebelumnya
113,74 juta orang. Sedangkan penduduk yang
bekerja juga terjadi peningkatan, pada kuartal
pertama tahun 2010 mencapai 107,41 juta
orang naik dari kuartal pertama tahun 2009
sebesar 2,92 juta orang yang sebelumnya
104,49 juta orang. Sementara itu, untuk jumlah
kuartal
pertama tahun 2010 mencapai 8,59 juta orang

pengangguran di Indonesia pada
atau 7,41 persen dari total angkatan kerja,
mengalami penurunan sekitar 670 ribu orang
jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya
atau kuartal pertama tahun 2009 yang sebesar
8,14 persen.

Naiknya jumlah penduduk yang bekerja
kuartal tahun 2010 ini
terutama di sektor jasa kemasyarakatan
yakni sebesar 1,62 juta orang (11,52 %) dan di
sektor pertanian sebesar 1,22 juta orang (2,92
%). Sedangkan
penurunan yakni sektor konsumsi sebesar

pada pertama

yang mengalami

sektor

11,70 persen dan sektor transportasi sebesar

4,91 persen.
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Dengan demikian sektor jasa kemasyarakatan,
industri dan perdagangan menjadi penyumbang
terbesar penyerapan tenaga kerja pada kuartal
pertama tahun 2010. Penduduk yang bekerja
menurut status pekerjaan.

Secara sederhana kegiatan formal dan informal
dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi
berdasarkan status pekerjaan. Dari kategori
status pekerjaan utama pekerja formal
mencakup kategori berusaha dengan dibantu
buruh tetap dan kategori buruh/karyawan,
sisanya termasuk  pekerja informal.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik
pada kuartal pertama tahun 2010 sebanyak
33,74 juta (31,42%) pekerja Indonesia bekerja
pada kegiatan/sektor formal ada 73,67 juta
orang (68,58%) bekerja pada sektor informal.
Dari 107,41 orang yang bekerja pada waktu
yang sama, status pekerja utama yang
terbanyak sebagai buruh/karyawan yakni
mencapai 30,72 juta atau sekitar 28,61 persen,
kemudian diikuti berusaha dibantu buruh tidak
tetap (buru harian/borongan) sebesar 21,92 juta
orang atau 20,41 persen dan berusaha sendiri
sejumlah 20,46 juta orang atau 19,05%
sedangkan sisanya adalah berusaha dibantu

buruh tetap.’

Berikut ini adalah beberapa problem yang
berhubungan dengan ketenagakerjaan:
1. Problem Gaji / UMR
Salah langsung
menyentuh kaum buruh adalah rendahnya

satu problem yang

atau tidak sesuainya pendapatan (gaji)
yang diperoleh dengan tuntutan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya beserta
tanggungannya. Faktor yakni
kebutuhan hidup semakin meningkat,

ini ,

‘sementara gaji yang diterima relatif tetap,
menjadi salah satu pendorong gerak protes
kaum buruh.

Adapun dalam sistem ekonomi Kapitalis,
rendahnya gaji buruh justru menjadi
penarik bagi para investor asing.
Rendahnya gaji juga berhubungan dengan
rendahnya kualitas SDM. Persoalannya
bagaimana, SDM bisa meningkat kalau

biaya pendidikan mahal?

Solusi terhadap problem UMR dan
UMD ini tentu saja harus terus
diupayakan dan diharapkan mampu

membangun kondisi seideal mungkin.
Untuk tujuan itu, setidaknya ada dua
kondisi mendesak yang harus diwujudkan,
yaitu :

? Pariciasimatupang’s blog, http:/patriciasimatupang. wordpress.com/2011/04/25
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o Kondisi normal (persaingan sempurna)

yang mampu menyetarakan posisi buruh-
pengusaha sehingga penentuan besarnya
upah disepakati oleh kedua pihak yang
besarnya ditentukan oleh besaran peran
serta kerja pihak buruh terhadap jalannya
usaha perusahaan yang bersangkutan.
Kondisi seperti ini bisa terwujud jika
kualitas SDM buruh memadai
dengan kebutuhan, dan besamya pasar

sesuai

tenaga kerja seimbang. Kondisi seperti ini
akan mampu mewujudkan “akad ijarah”
(perjanjian kerja) yang dalam pandangan
syariat Islam yang didefinisikan secara
ringkas sebagai ‘“’Aqdun ‘ala al manfa’ati
bi ‘iwadhin” (Aqad atas suatu manfaat
dengan imbalan/upah).

Mewujudkan kondisi ideal ketika seluruh
rakyat (bukan hanya kaum buruh) memiliki
pendapatan  lain  untuk = memenuhi
kebutuhan dasar minimal (hajat asasiyah)
bagi kehidupannya. Perwujudan kondisi
ini, dalam pandangan syariat Islam menjadi
tanggung jawab utama negara. Dalam
politik  ekonomi Islam, pemerintah
bertanggung jawab untuk memenuhi
kebutuhan pokok (primer) rakyat dan
mempermudah kesempatan untuk
kebutuhan tambahan (sekunder ataupun

tersier).

2. Problem Kesejahteraan Hidup

Ketika para buruh hanya memiliki sumber
(upah), maka
pencapaikan  kesejahteraan  bergantung

pendapatan berupa gaji

pada kemampuan gaji dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Dalam
kenyataanya, jumlah gaji relatif tetap,

berbagai

sementara itu kebutuhan hidup selalu
bertambah (adanya bencana, sakit, sekolah,
tambah anak, harga barang naik, listrik,
telepon, biaya transportasi, dan lain-lain.)
Hal kualitas
kesejahteraan rakyat (termasuk buruh)
semakin rendah.

Berdasarkan indeks
UNDP (United Nations Development
Progamme), pada 24 Juli 2002, Indonesia
menduduki peringkat ketujuh dari sepuluh

ini menyebabkan

yang dikeluarkan

anggota Asean. Di bawah Indonesia,
bertengger negara Myanmar, Kamboja ,
dan Laos. Tak pelak lagi, kesejahteraan
Indonesia di tingkat internasional juga
buruk. Masih menurut UNDP, Indonesia
menempati posisi 110 dari 173 negara,
berada ‘kalah’ dari Vietnam (Republika,
25/7/2002). Padahal, bukankah Indonesia
negeri yang alamnya sangat kaya?
Sementara itu, dalam sistem Kapitalis
(yang juga oleh Indonesia)

peran negara sebatas

dianut
diminimalkan,

pengatur.
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adalah,
mengabaikan kesejahteraan rakyat. Prinsipnya

Kenyataan yang terjadi negara
siapa yang mau hidup sejahtera dia harus
bekerja dan mencari pendapatan sesuai
denngan kemampuannya. Tidak bekerja atau
bekerja dengan gaji kecil, sementara kebutuhan
cukup besar, menjadi risiko hidup yang harus
ditanggung setiap warga negara. Negara
berlepas diri dari pemenuhan kebutuhan dasar
(primer) warga negara, apalagi kebutuhan
sekunder dan tersier.

Kondisi yang menimpa kaum buruh
tersebut sebenarnya tidak jauh beda dengan
mayoritas rakyat’/kaum lainnya selain buruh.
Artinya, problem kesejahteraan ini lebih
bersifat problem sistemis dari pada hanya
sebatas problem ekonomi, apalagi problem

buruh yang cukup dengan penyelesaian antara

buruh dan pengusaha semata.
Jika  hendak  menyelesaikan  problem
kesejahteraan hidup, baik bagi kaum buruh
maupun rakyat secara makro, tentunya

penyelesaiannya harus mampu mencakup
penyelesaian yang bersifat kasuistis dan
sekaligus dibarengi oleh usaha penyelesaian
bersifat sistemis-integralistis. Bila penyelesaian
yang dilakukan hanya bersifat kasuistis dan
parsial, maka problem mendasar seputar
kesejahteraan hidup kaum buruh dan rakyat

secara menyeluruh tidak akan selesai.

3. Problem Pemutusan Hubungan Kerja
Salah satu persoalan besar yang dihadapi
para buruh saat ini adalah PHK. PHK ini
menjadi salah satu sumber pengangguran di
Indonesia. Jumlah Pengangguran di

Indonesia sangat besar. Menurut Center for

Labor and Development Studies (CLDS),

pada 2002, penganggur

diperkirakan sebesar 42 juta orang

(Republika, 13/05/02). Pastilah, banyaknya

pengangguran ini akan berdampak pada

jumlah

sektor kehidupan lainnya. Sebenarnya,
PHK adalah perkara biasa dalam dunia
ketenagakerjaan. Tentu saja asalkan sesuai
dengan kesepakatan kerja bersama (KKB),
baik pihak pekerja maupun pengusaha
harus ikhlas dan menyepakati pemutusan
kerja ini. Namun, dalam kondisi ketika
tidak terjadi keseimbangan posisi tawar
menawar dan pekerjaan merupakan satu-
satunya sumber pendapatan untuk hidup,
maka PHK menjadi ‘bencana besar’ yang
sangat menakutkan para buruh.

Sebenarnya, PHK bukanlah problem
yang besar kalau kondisi sistem hubungan
buruh pengusaha telah seimbang dan
adanya jaminan kebutuhan pokok bagi
buruh sebagaimana bagi seluruh rakyat
oleh sistem pemerintahan yang menjadikan
“pemenuhan kebutuhan dasar rakyat”

sebagai asas politik perekonomiannya.

4|
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4. Problem Tunjangan  Sosial dan

Kesehatan

Dalam masyarakat kapitalistis seperti saat
« ini, tugas negara lebih pada fungsi regulasi,
yakni

negaranya. Karena itu, sistem ini tidak

pengatur  kebebasan  warga

mengenal tugas negara sebagai “pengurus

dan penanggung jawab pemenuhan

kebutuhan dasar rakyatnya”. Rakyat yang
ingin memenuhi kebutuhannya harus
bekerja secara mutlak, baik untuk

memenuhi kebutuhan dasamya maupun
kebutuhan pelengkapnya sehingga prinsip
struggle for life benar-benar terjadi. Jika
seseorang terkena bencana atau kebutuhan
hidupnya meningkat, ia harus bekerja lebih
keras secara mutlak. Begitu pula ketika ia
sudah tidak mampu bekerja karena usia,
kecelakaan, PHK atau sebab lainnya, maka
ia tidak punya pintu pemasukan dana lagi.
Kondisi ini menyebabkan kesulitan hidup
luar biasa, terutama bagi seorang warga
negara yang sudah tidak dapat bekerja atau
bekerja dengan gaji sangat minim hingga

tidak mampu memenuhi kebutuhan
hidupnya.

5. Problem Kelangkaan Lapangan
Pekerjaan

Kelangkaan lapangan pekerjaan bisa terjadi
ketika muncul ketidakseim-bangan antara
jumlah calon buruh yang banyak, sedangkan
lapangan usaha relatif sedikit; atau banyaknya
lapangan kerja, tapi kualitas tenaga kerja buruh
yang ada tidak sesuai dengan kuahtas yang
dibutuhkan. Kelangkaan lapangan pekerja ini
memunculkan angka tingkat pengangguran
yang tinggi yang dapat berakibat pada aspek
yang lebih

persoalan ketenagakerjaan yang

sosial luas.
Melihat
demikian kompleks di atas, tentu saja juga
membutuhkan pemecahan yang komprehensip
dan sistemis. Sebab, persoalan tenaga kerja,
bukan lagi merupakan persoalan individu, yang
bisa  diselesaikan  dengan  pendekatan
individual. Akan tetapi, persoalan tenaga kerja
di atas merupakan persoalan sosial, yang
akhirnya membutuhkan penyelesaian yang
mendasar dan menyeluruh. Jadi, problem
utamanya adalah sistem Kapitalisme yang saat

ini diterapkan.
Akar Masalah Ketenagakerjaan

Mencermati secara lebih mendalam berbagai
persoalan ketenagakerjaan yang ada, maka
masalah tersebut berpangkal dari persoalan
pokok “upaya pemenuhan kebutuhan hidup”
serta upaya meningkatkan kesejahteraan hidup.
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Persoalan pemenuhan kebutuhan pokok, baik

kebutuhan akan barang, seperti pangan,
sandang dan papan; maupun jasa seperti

pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah

akar, penyebab utama sekaligus faktor
pendorong terjadinya permasalahan
ketenagakerjaan.  Terjadinya  kelangkaan

lapangan kerja menyebabkan sebagian anggota
masyarakat menganggur dan ini berdampak
pada ketidakmampuan mereka memenuhi
kebutuhan hidupnya. Terjunnya kalangan
anak-anak ke
ketenagakerjaan tidak terlepas dari upaya

wanita  dan dunia
mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan
hidup mereka dan keluarganya sekaligus dalam
rangka meningkatkan kesejahteran hidup.
Demikian pula persoalan gaji yang
rendah yang berdampak pada pemenuhan
kebutuhan; tuntutan kenaikan gaji agar dapat
memenuhi kebutuhan yang lebih baik; tuntutan
sosial berupa pendidikan dan
kesehatan agar kebutuhan tersebut dapat
dipenuhi. Bahkan, persoalan pekerja kontrak

dan pemutusan hubungan kerja (PHK) akan

tunjangan

berpengaruh dan sangat terkait erat dengan
persoalan pemenuhan kebutuhan.

Karena akar permasalahannya terletak
pada pemenuhan kebutuhan hidup, dengan
demikian agar persoalan ketenagakerjaan dapat
dengan  tuntas,
pemenuhan kebutuhan masyarakat harusnya

diselesaikan persoalan

juga menjadi fokus perhatian.

Selain itu, penyelesaian berbagai masalah
ketenagakerjaan perlu tetap dilakukan untuk
mencari solusi yang paling menguntungkan
bagi kedua belah pihak. Tidak ada yang
terzalimi, baik pekerja maupun pengusaha.

Karena itu, langkah penting yang perlu
dilakukan

dengan

adalah melakukan kategorisasi
memisahkan permasalahan
ketenagakerjaan yang terkait erat dengan
pemenuhan kebutuhan dan masalah yang
langsung  berhubungan dengan masalah

kontrak kerja pengusaha dengan pekerja.’

Masalah ketenagakerjaan yang paling tersorot
adalah persoalan Tenaga Kerja Indonesi di luar
negeri atau lazimnya disebut TKI. Silih
kejadian dan peristiwa telah
diberitakan di media televisi dan majalah,
mulai dari penganiayaan TKI, pemulangan,
bahkan
hukuman penjara atas TKI seperti yang terjadi

berganti

pelecehan sexsual, sampai pada
di Arab Saudi,Malaysia, Singgapura, Taiwan,
Hongkong dan Negara lainnya. Melihat kasus-
kasus yang telah terjadi, maka dapat dianalisa
secara perlahan-lahan mengenai permasalahan

TKI ini.

Pertama, yang jelas lapangan tenaga
kerja dalam negeri yang kurang.

3 Mariah, Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan, http:/dreamlandaulah.wordpress.com/2010/06/03/

mengatasi-permasalahan-ketenagakerjaan
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Inilah yang menyebabkan begitu banyaknya
tenaga kerja Indonesia yang berbondong-
bondong ke luar negeri, meskipun mungkin
dengan taruhan nyawa. Meskipun dengan
dokumentasi yang tidak lengkap. Hal ini terjadi
karena sektor industri yang ada belum mampu
menyerap seluruh tenaga kerja yang ada di
Indonesia, sehingga banyak sekali terjadi
pengangguran di sana sini. Serta tutupnya
beberapa perusahaan-perusahaan yang ada,
yang  juga
bertambahnya
Indonesia.terutama dampak dari kenaikan
harga BBM. Contohnya dori (39) TKI asal

desa besole, meskipun tanpa dokumen resmi

mengakibatkan semakin

jumlah  pengangguran di

dia nekat pergi ke Malaysia karena faktor
ekonomi.

Kedua, upah buruh yang terlalu kecil.
Dari berbagai survei tentang masalah tenaga
kerja yang bias kita lihat dari televise dan kit
abaca dari majalah disebutkan bahwa upah
buruh yang ada di Indonesia paling murah,
dibandingkan negara-negara Asia lainnya.
Upah yang sangat kecil ini jelas sekali sangat
tidak mencukupi kebutuhan keluarga, di mana
semua harga barang-barang yang ada selalu
naik setiap tahunnya. Jadi upah ini jelas
berbanding terbalik dengan pengeluaran yang
harus dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan

keluarga.

Ketiga, oknum PJTKI. Masih banyaknya
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
(PITKI) yang tidak mendapat izin dari
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Kemnakertrans),
aliran TKI tidak terkontrol. Akibatnya bisa
ditebak, banyak kasus-kasus pemulangan TKI

sehingga menyebabkan

yang tidak lengkap surat-suratnya alias ilegal.

Keempat,  kurangnya  perhatian  dari
pemerintah. Pemerintah sebagai pelaku dan
pelaksana pemerintahan dirasakan sangat
kurang sekali perhatiaannya atas nasib para
tenaga kerja ini. Contohnya tenaga kerja asal
pantai Sidem Desa besole, nama Sudartik (20
tahun, anak dari ibu endang ayah Ginto yang di
berangkatkan tekong dari daerah Besuki
selama 3 tahun tidak ada kabar berita sampai
sekarang. Apabila di pertanyakan ke tekong
(pembawa tenaga kerja) oleh keluarga TKI,
pihak tekong selalu menjawab dengan
mudahnya bahwa dia sudah
majikan.kecurigaan orangtua Dartik benarkah
anaknya itu di pekerjakan sebagai TKW atau
hanya di buang (jual).

Dari keempat analisa penyebab terus adanya

lari  dari

masalah dengan tenaga kerja di Indonesia,
maka dilihat bahwa

permasalahan itu semua bersumber pada

dapat sebenarnya
masalah dari dalam negeri Indonesia sendiri.
Jelas di sini ada masalah ekonomi dan sosial
(politik) yang terjadi.
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Masalah ekonomi yang dimaksud adalah
bahwa sektor industri yang ada kurang/belum
mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Di
samping itu banyak sekali perusahaan yang
tutu1;. Serta harga-harga yang terus melambung
tinggi hampir tiap tahun, yang biasanya seiring
dengan naiknya harga-harga minyak dan gas
(migas).

Masalah sosial (politik) adalah tingkat
sosial masyarakat di Indonesia terutama
pendidikannya yang masih rendah, sehingga
ikut menpengarui tingkat kerjaan yang didapat.
Setelah melihat permasalahaan-permasalahan
yang ada, maka dapat diambil ke;impulan
bahwa permasalahan para TKI ini bukan hanya
semata-mata dari TKI ifu sendiri, tetapi juga
banyak pihak yang ikut terlibat di dalamnya.
Untuk itu diperlukan aturan yang jelas, baik
dari negara atau pun aturan umum yang harus
dipatuhi secara bersama. Aturan-aturan itu juga
harus didukung oleh para penegak hukum,
sehingga tercermin contoh yang baik bagi
masyarakat.

Hal-hal tersebut diperlukan supaya
tidak ada lagi kasus-kasus penganiayaan,
pemulangan,pelecehan sexsual, dan sebagainya

terhadap tenaga kerja Indonesia.

Serta hubungan diplomatik yang kuat dengan
negara-negara penerima TKI ini harus juga
diperkuat, sehingga setiap masalah terhadap
TKI ini dapat diselesaikan dengan bener-benar
serta tidak ada masalah dengan hubungan
bilateral antar dua negara. Jadi, pada dasarnya
permasalahan terhadap TKI ini merupakan
masalah bersama, baik itu dari masyarakat
ataupun dari pemerintah harus bersama-sama
kerja sama dan sama-sama kerja dalam
rnen'anggulangi masalah ini, supaya kehidupan
berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik
lagi. Dan juga diharapkan pemerintah bisa
lebih serius mengamati berbagai

masalah TKI ini. Biar slogan TKI sebagai

macam

pahlawan devisa tidak hanya sebagai wacana

saja. *

PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

1. Arah kebijakan
Kebijakan

ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan

pembangunan

kualitas tenaga kerja dan kemandirian tenaga
kerja termasuk tenaga kerja yang akan bekerja
di daerah lain maupun di luar negeri, dengan
memanfaatkan dan mengembangkan lembaga

pelatihan termasuk Balai Latihan kerja (BLK),

4 http:r‘!www.Vhrmedia.oom!vhr—comerfknmunitas.-PERMASA!:AHAN-TENAGA-KERJA-INDONESIA—ZBQ‘htmI
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penyediaan lapangan kerja baik di sektor
untuk

mengurangi pengangguran dan membantu

formal maupun non formal
PHK, pengembangan bursa tenaga kerja
terpadu bagi tenaga kerja terlatih, serta
perlindungan tenaga kerja.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan ketenaga kerjaan
adalah : (a) untuk meningkatkan kualitas
kerja;  (b)
pengangguran; (c) perlindungan tenaga
kerja hak-hak

ketenagakerjaan; serta peningkatan

tenaga mengurangi

pelanggaran

(d)

dari

kesejahteraan tenaga kerja.
Sedangkan sasaran yang akan dicapai
dalam

adalah meningkatnya profesionalisme, dan

pembangunan  ketenagakerjaan

jiwa kewirausahaan, semakin luasnya
penyerapan tenaga kerja, kesehatan dan
keselamatan kerja, ketenangan bekerja dan
berusaha.

. Program Pembangunan

Program pembangunan ketenagakerjaan
adalah:

a. Program perluasan lapangan Kkerja
untuk

membuka lapangan kerja dan akses

Program ini dimaksudkan

lapangan kerja baik regional, nasional
maupun luar negeri sebagai antisipasi
meningkatnya angkatan kerja dan
jumlah penggangur melalui penyediaan

sistem

informasi dan perencanaan tenaga kerja,

mendorong  terciptanya  kesempatan

berusaha, serta pengiriman tenaga kerja ke

luar negeri.
. Program peningkatan Kketrampilan
tenaga kerja
Program  ini  dimaksudkan  untuk

meningkatkan ketrampilan tenaga kerja
untuk memenuhi tuntutan pasar kerja, serta
untuk mengantisipasi persaingan tenaga
kerja yang semakin ketat baik tenaga kerja
lokal maupun dari Iuar daerah melalui
peningkatan pelatihan ketrampilan bagi
tenaga kerja.

Program perlindungan tenaga kerja
dimaksudkan

memberikan suatu kondisi bagi terciptanya,

Program  ini untuk
kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan
tenaga kerja, serta terciptanya hubungan
kerja industrial dan hubungan kerja yang
harmonis antara pengusaha dan pekerja.
Selain itu program ini juga dimaksudkan
fungsi
kelembagaan tenaga kerja di perusahaan

untuk mendorong optimalisasi
yang mampu menjembatani kepentingan
pengusaha dan pekerja melalui peningkatan
peran dan fungsi kelembagaan tenaga kerja,
peningkatan pengawasan ketengakerjaan
baik pekerja dalam negeri maupun luar
negeri, serta pengembangan asuransi

ketenaga kerjaan dan  penyusunan

rancangan peraturan daerah perlindungan

tenaga kerja informal.
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d. Program Peningkatan Kerjasama

Program ini dimaksudkan untuk
masalah-masalah
ketenagakerjaan yang ada, baik

mengatasi

perluasan lapangan kerja,
ketrampilan tenaga kerja, maupun
perlindungan tenaga kerja,
bekerjasama dengan pihak swasta

dan lembaga lain.
B. Problematika Pengangguran

Masalah pengangguran itu sendiri tidak
hanya terjadi di negara-negara berkembang
namun juga dialami oleh negara-negara
maju. Namun masalah pengangguran di
negara-negara maju jauh lebih mudah
terselesaikan daripada di negara-negara
berkembang karena hanya berkaitan
dengan pasang surutnya business cycle dan
karena faktor kelangkaan
masalah ledakan penduduk,

ataupun masalah sosial politik dii negara

bukannya

investasi,

tersebut.
Definisi Pengangguran :

Pengangguran adalah bagian dari angkatan
kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan

sedang aktif mencari pekerjaan.

Konsep ini sering diartikan sebagai keadaan
pengangguran terbuka.’ Menurut Dumairy
Pengangguran adalah orang yang tidak
mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang
tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari
pekerjaan. Masalah yang sering dihadapi

adalah masalah setengah menganggur atau

pengangguran tidak kentara, yang
pengertiannya adalah sebagai berikut:
1. Setengah menganggur

Kéadaan setengah menganggur

(underemployment) terletak antara full
employment dan sama sekali menganggur.
yang ILO,
Underemployment yaitu perbedaan antara

Pengertian digunakan
jumlah pekerjaan yang betul dikerjakan
seseorang dalam pekerjaannya dengan
jumlah pekerjaan yang secara normal
mampu dan ingin dikerjakannya.

Konsep ini dibagi dalam:

- Setengah menganggur yang kentara
Setengah menganggur yang kentara
(visible underemployment) adalah jika
seseorang bekerja tidak tetap (part
time) di luar keinginannya sendiri,
atau bekerja dalam waktu yang lebih

pendek dari biasanya.

§ Dikutip dari tulisan Pengangguran : Definisi, Dimensi dan Bentlik Pengangguran, http:/jurnal-
sdm.blogspot.com/2009/10/pengangguran-definisi-dimensi-dan.htm|
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Bentuk pengangguran:
Pengangguran dibagi kedalam 5 Bentuk :
a. Pengangguran terbuka baik sukarela

-  Setengah menganggur yang tidak
kentara

tidak

kentara (invisible underemployment)

Setengah menganggur yang

adalah jika seseorang bekerja secara
penuh (full time) tetapi pekerjannya
itu dianggap tidak mencukupi karena
pendapatannya terlalu rendah atau
tidak
untuk

pekerjaan tersebut
memungkinkan ia

mengembangkan seluruh keahliannya.

2. Pengangguran tidak kentara

Pengangguran tidak kentara (disguised
unemployment), dalam angkatan kerja

mereka dimasukkan dalam kegiatan
bekerja, tetapi  sebetulnya  mereka
menganggur jika dilihat dari segi
produktivitasnya. Jadi di sini mereka

sebenamya tidak mempunyai produktivitas
dalam pekerjaannya. Misalnya mereka
terdiri dari 4 orang yang bersama-sama
bekerja dalam jenis pekerjaan yang

sesungguhnya dapat dikerjakan oleh 3

orang sehingga 1 orang merupakan
‘disguised unemployment’.
. Pengangguran friksional
Pengangguran friksional yaitu
pengangguran  yang terjadi  akibat

pindahnya seseorang dari suatu pekerjaan
ke pekerjaan lain, dan akibatnya harus
mempunyai waktu tenggang dan berstatus
sebagai penganggur sebelum mendapatkan

pekerjaan yang lain tersebut.

(mereka yang tidak mau bekerja karena
mengharapkan pekerjaan yang lebih baik)
maupun secara terpaksa (mereka yang mau
tidak  memperoleh

bekerja  tetapi

pekerjaan).

. Setengah menganggur (underemployment):

yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari,

minggu, musiman) kurang dari yang

mereka biasa kerjakan.

Tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja

secara penuh: yaitu mereka yang tidak

digolongkan sebagai pengangguran terbuka

dan setengah pengangguran, termasuk di

sini adalah:

- Pengangguran tak kentara (disguised
unemployment) Misalnya para petani
yang bekerja di lading selama sehari
penuh,  apdahal
sebenarnya tidak memerlukan waktu

pekerjaan  itu
selama sehari penuh.

- Pengangguran tersembunyi (hidden
unemployment) Misalnya oaring yang
bekerja tidak Sesuai dengan tingkat
atau jenis pendidikannya.
lebih awal,

merupakan kenyataan yang
kalngan pegawai

= Pensiun fenomena ini
terus
berkembang di
pemerintah. Di beberapa negara, usia
pensiun  dipermuda sebagai alat
menciptakan peluang bagi yang muda

untuk menduduki jabatan di atasnya.
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d. Tenaga kerja yang lemah (impaired): yaitu
mereka yang mungkin bekerja full time,
tetapi intensitasnya lemah karena kurang
gizi atau penyakitan.

e. Tenaga kerja yang tidak produktif : yaitu
mereka yang mampu untuk bekerja secara
produktif tetapi karena sumber daya-
sumber daya penolong kurang memadai
maka mereka tidak bisa menghasilkan
sesuatu dengan baik.°

Masalah pengangguran telah menjadi

momok yang begitu menakutkan khususnya di

negara-negara  berkembang  seperti  di

Indonesia.

dihadapkan

Negara berkembang seringkali

angka

lapangan

dengan besarnya
pengangguran karena sempitnya
pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk.
Berdasarkan pengamatan penulis = yang
didapatkan dari segala sumber. Sempitnya
lapangan pekerjaan dikarenakan karena faktor
kelangkaan modal untuk berinvestasi.

angka  pengangguran,
penduduk,  distribusi

pendapatan yang tidak merata, dan berbagai

Tingginya
masalah  ledakan

permasalahan lainnya di negara kita menjadi
salah satu faktor utama rendahnya taraf hidup
para penduduk di negara kita.

Namun yang menjadi manifestasi utama
sekaligus faktor penyebab rendahnya taraf
hidup di negara-negara berkembang adalah
terbatasnya penyerapan sumber daya, termasuk
sumber daya manusia. Jika dibandingkan
dengan negara-negara maju, pemanfaatan
sumber daya yang dilakukan oleh negara-
relatif lebih rendah
daripada yang dilakukan di negara-negara maju
karena buruknya efisiensi dan efektivitas dari

negara berkembang

penggunaan sumber daya baik sumber daya
alam maupun sumber daya manusia.

Tingginya angka penganggur
berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai
kriminal dan gejolak sosial, politik dan
kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga
merupakan pemborosan yang luar biasa. Setiap
gula,
minyak, pakaian, energi listrik, sepatu, jasa dan

orang harus mengkonsumsi beras,
sebagainya setiap hari, tapi mereka tidak
mempunyai penghasilan. Bisa kita bayangkan
berapa ton beras dan kebutuhan lainnya harus
disubsidi setiap harinya.

Salah satu faktor yang mengakibatkan
tingginya angka pengangguran di negara kita
adalah terlampau banyak tenaga kerja yang
diarahkan ke sektor formal sehingga ketika
mereka kehilangan pekerjaan di sektor formal,
mereka kelabakan dan tidak bisa berusaha
untuk menciptakan pekerjaan sendiri di sektor
informal.

6 |bid
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Justru orang-orang yang kurang berpendidikan
bisa melakukan inovasi menciptakan kerja,
entah sebagai joki yang menumpang di mobil
atau joki payung kalau hujan. Juga para
pedagang kaki lima dan tukang becak, bahkan
orang demo saja dibayar. Yang menjadi
adalah jika

penganggur yang mencari jalan keluar dengan

kekhawatiran banyak para
mencari nafkah yang tidak halal. Banyak dari
mereka yang menjadi pencopet, penjaja seks,
pencuri, preman, penjual narkoba, dan
sebagainya. Bahkan tidak sedikit mereka yang
dibayar untuk berbuat rusuh atau anarkis demi
salah

tertentu. Hal inilah yang harus diperhatikan

kepentingan politik satu kelompok
oleh pemerintah jika krisis sosial tidak ingin
berlanjut terus.

Bekerja berarti memiliki produksi. Seberapa
pun produksi yang dihasilkan tetap lebih baik
dibandingkan jika tidak memiliki produksi
sama sekali. Karena itu, apa pun alasan dan
bagaimanapun kondisi Indonesia saat ini
masalah pengangguran harus dapat diatasi
dengan berbagai upaya.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi
tingkat pengangguran, yaitu sebagai berikut :

a. Tingkat tingkat upah

memegang peranan yang sangat besar

upah; dimana
dalam kondisi ketenagakerjaan. Tingkat
upah yang berlaku akan mempengaruhi

permintaan dan penawaran tenaga kerja.

b. Teknologi; penggunaan teknologi yang
tepat guna akan mengurangi permintaan
tenaga kerja sehingga akan meningkatkan
jumlah pengangguran.

c. Produktivitas; peningkatan produktivitas
tenaga kerja akan mengurangi permintaan
tenaga kerja dan hal ini akan meningkatkan
jumlah pengangguran.

d. Fasilitas modal;
mempengaruhi permintaan tenaga kerja

fasilitas modal
melalui 2 sisi. Pengaruh substitusi, dimana
bertambahnya modal akan mengurangi
kerja.
bertambahnya
modal akan membutuhkan tenaga kerja

permintaan  tenaga Pengaruh

komplementer, dimana
yang lebih banyak untuk mengelola modal
yang tersedia.

e. Struktur Perekonomian; perubahan struktur
ekonomi menyebabkan penurunan tenaga
kerja,terutama tenaga kerja anak dan tenaga
kerja tidak terdidik.”

Dilihat dari sebab timbulnya, pengangguran

dapat dibedakan menjadi :

a. Pengangguran Friksional / transisi adalah
pengangguran yang timbul karena adanya
perubahan dalam syarat-syarat tenaga kerja
yang karena
perekonomian. Pengangguran jenis
dapat juga disebabkan karena berpindahnya
orang-orang dari suatu daerah ke daerah

terjadi perkembangan

i

lain, dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain,
maupun melalui siklus kehidupan yang
berbeda.

7 Nanga, Muana. 2001. Makro Ekonomi Teori, Masalah, dan Kebijakan. Jakarta: Rajawali Pers.
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b. Pengangguran

Struktural adalah
pengangguran yang terjadi karena adanya
perubahan dalam struktur pasar tenaga
kerja sehingga terjadi ketidaksesuaian
antara penawaran dan permintaan tenaga

kerja. Salah satu penyebab pengangguran

struktural adalah kemajuan teknologi,
sehingga pengangguran ini sering disebut
dengan pengangguran teknologi.

. Pengangguran Alamiah adalah
pengangguran  yang  terjadi = pada
kesempatan kerja penuh atau tingkat
pengangguran  dimana inflasi  yang

diharapkan sama dengan tingkat inflasi
aktual.

. Pengangguran Konjungtur dan siklis adalah
jenis pengangguran agregatif efektif lebih
kecil dibandingkan penawaran agregat.

Para ahli ekonomi menyebut pengangguran

ini sebagai demand deficient
unemployment. Pengangguran ini akan
berkurang apabila  tingkat kegiatan

ekonomi mengalami peningkatan (boom).
Dengan kata lain, pengangguran siklis
adalah pengangguran di atas tingkat
alamiah atau pengangguran yang terjadi
ketika output berada di bawah tingkat

kesempatan kerja penuh.®

Dampak
pengangguran adalah sebagai berikut :
a. Dampak

. Dampak

yang ditimbulkan akibat

pengangguran terhadap

perekonomian

Tingkat pengangguran yang tinggi tidak

untuk
tingkat pertumbuhan yang

Akibat

terhadap perekonomian adalah sebagai

berikut:

- Pengangguran
: masyarakat

memungkinkan masyarakat
mencapai

mantap. buruk pengangguran

menyebabkan
tidak dapat
memaksimumkan kesejahteraan yang
pengangguran
menyebabkan pendapatan nasional

dicapai, karena

yang sebenarnya dicapai lebih rendah

dari pendapatan nasional potensial.

- Pengangguran menyebabkan
pendapatan pajak pemerintah berkurang
sehingga akan menghambat
pembangunan.

- Pengangguran tidak menggalakkan
perekonomian karena menyebabkan
perusahaan kehilangan keuntungan dan
tidak akan mendorong perusahaan
untuk berinvestasi.

pengangguran  terhadap

individu dan masyarakat

& |bid
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berdampak buruk
perekonomian, pengangguran juga berdampak
buruk
sebagai berikut :

Selain terhadap

terhadap individu dan masyarakat

| - Pengangguran menyebabkan hilangnya
mata pencaharian dan pendapatan.
- Pengangguran menyebabkan hilangnya
keterampilan
- Pengangguran menimbulkan
ketidakstabilan sosial dan politik.
Berdasarkan data
tingkat pengangguran
pendidikan dari tahun 2004 sampai Februari
2008 yang bersumber dari BPS. Data-data itu

jumlah

yang disajikan

tentang

menunjukkan pengangguran  di
berbagai jenjang pendidikan yaitu jenjang
pendidikan di bawah SD, SD, SMP, SMU,
Diploma dan Universitas. Data dimulai dari
tahun 2004, Februari 2005, November 2005,
Februari 2006, Agustus 2006, Februari 2007,
Agustus 2007, dan Februari 2008. Data ini
didapat dari Survey Angkatan kerja Nasional
yang dilakukan oleh BPS 2004, 2005, 2006 dan
2007. Untuk jenjang pendidikan di bawah SD
terjadi penurunan jumlah pengangguran setiap
tahunnya di mana dari tahun 2004 sampai
dengan Februari 2008 terjadi penurunan 50%.
Untuk tamatan SD, terjadi fluktuasi setiap
tahunnya di mana besarnya fluktuasi tidak
signifikan dan terjadi penurunan sebesar 4%
dari tahun 2004 ke Februari 2008.

menurut |

Untuk tamatan SMP juga berfluktuasi tiap
tahunnya dan antara tahun 2004 ke Februari
2008 terjadi penurunan sebesar 19%. (Data
terlampir).

Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan sesuai dengan UUD 45 pasal 27
ayat 2. Sebagai solusi pengangguran berbagai
strategi dan kebijakan dapat ditempuh, untuk
itu diperlukan kebijakan yaitu:

1. Pemerintah memberikan bantuan wawasan,

pengetahuan dan kemampuan  jiwa
kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) berupa
teknis

bantuan modal lunak jangka panjang,

bimbingan

dan manajemen memberikan
perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas
khusus agar dapat tumbuh secara mandiri
dan andal bersaing di bidangnya.
2. Mendorong terbentuknya kelompok usaha
bersama dan lingkungan usaha yang
menunjang dan mendorong terwujudnya
pengusaha kecil dan menengah yang
mampu mengembangkan usaha, menguasai
teknologi dan informasi pasar dan
peningkatan pola kemitraan UKM dengan
BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya.
3. Melakukan pembenahan, pembangunan
dan pengembangan kawasan-kawasan,
khususnya daerah yang tertinggal dan

terpencil  sebagai  prioritas  dengan
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membangun fasilitas transportasi dan
komunikasi. Ini akan membuka lapangan
kerja bagi para penganggur di berbagai
jenis maupun tingkatan. Harapan akan
berkembangnya potensi wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik
potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia.

. Membangun lembaga sosial yang dapat
menjamin kehidupan penganggur. Seperti
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT
Jamsostek) Dengan membangun lembaga
itu, setiap penganggur di Indonesia akan
terdata dengan baik dan mendapat
perhatian khusus. Secara teknis dan rinci.

. Menyederhanakan perizinan dan
peningkatan keamanan karena terlalu
banyak jenis perizinan yang menghambat
investasi baik Penanamaan Modal Asing
maupun Penanaman Modal Dalam Negeri.
Hal itu perlu dibahas dan
disederhanakan merangsang

pertumbuhan iklim investasi yang kondusif

segera
sehingga

untuk menciptakan lapangan kerja.

. Mengembangkan sektor pariwisata dan
kebudayaan Indonesia (khususnya daerah-
daerah yang belum tergali potensinya)
melakukan
keberbagai negara untuk menarik para

dengan promosi-promosi
wisatawan asing, mengundang para
investor untuk ikut berpartisipasi dalam
pembangunan dan pengembangan
kepariwisataan dan kebudayaan yang

nantinya akan banyak menyerap tenaga

kerja daerah setempat.

7. Melakukan program sinergi antar BUMN

atau BUMS yang memiliki keterkaitan
usaha atau hasil produksi akan saling
mengisi  kebutuhan. Dengan  sinergi
tersebut maka kegiatan proses produksi
akan menjadi lebih efisien dan murah
karena pengadaan bahan baku bisa
dilakukan secara bersama-sama. Contoh,
PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan
PT. PAL Indonsia untuk memasok
kebutuhan bahan baku berupa pelat baja.

. Dengan memperlambat laju pertumbuhan

penduduk (meminimalisirkan menikah
pada usia dini) yang diharapkan dapat
menekan laju pertumbuhan sisi angkatan
kerja baru atau melancarkan
transmigrasi dengan  mengalokasikan
penduduk padat ke daerah yang jarang
penduduk dengan difasilitasi  sektor
pertanian, perkebunan atau peternakan oleh
pemerintah.

sistem

. Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu
seleksi secara ketat terhadap pengiriman
TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan
tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat
dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah
Pusat dan Daerah.

10. Menyempurnakan kurikulum dan sistem

pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem
pendidikan dan  kurikulum  sangat
menentukan kualitas pendidikan yang
berorientasi kompetensi. Karena sebagian
besar para penganggur adalah para lulusan
perguruan  tinggi yang tidak siap
menghadapi dunia kerja.
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11. Mengembangkan potensi kelautan dan
Indonesia
yang
strategis yang sebagian besar berupa

pertanian. Karena

mempunyai letak geografis
lautan dan pulau-pulau yang sangat
potensial sebagai negara maritim dan
agraris. Potensi kelautan dan pertanian
Indonesia perlu dikelola secara baik dan
profesional supaya dapat menciptakan
lapangan kerja yang produktif
C. PENUTUP
Dari gambaran ketenagakerjaan yang
diterangkan diatas tentunya kita bisa
melihat bahwa banyak dinamika-dinamika
yang masalah  dari
ketenagakerjaan di negara kita. Mulai dari

menjadi  inti
lapangan kerja yang sempit , kesejaheraan
hidup yang belum terjamin, gaji yang
relatief kecil dan sebagainya, menjadikan
kondisi ketenagakerjaan baik di Indonesia
maupun dinegara-negara berkembang tidak
begitu baik.

Bekerja menimbulkan banyak dinamika,
apalagi menjadi pengangguran. Banyak
permasalahan yang timbul karenanya.
Terhadap diri sendiri saja, bila kita di PHK
pengangguran,  akan
menimbulkan masalah pelik terhadap diri

dan  menjadi

dan lingkungan kita. Apalagi dengan
menjamurnya penggangguran di negara
kita. Pengangguran adalah hal yang tidak
bisa dielakkan. Masalah pengangguran
akan menimbulkan dampak negatif bagi

kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Maka
untuk mengurangi angka pengangguran.
Patut kita syukuri kondisi ketenagakerjaan
Indonesia dalam beberapa tahun beakangan
menunjukkan adanya sedikit perbaikan. Hal

dari itu Pemerintah berupaya keras

ini digambarkan  dengan adanya
peningkatan kelompok penduduk yang
bekerja serta menurunnya angka
pengangguran.

Pemerintah sudah menerapkan
kebijakan-kebijakan guna mengatasi

pengangguran ini, diantaranya : a) Pemerintah
memberikan bantuan wawasan, pengetahuan
dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada
Usaha Kecil dan Menengah (UKM), b)
Mendorong terbentuknya kelompok usaha
melakukan
pembangunan dan pengembangan kawasan-

bersama, «¢) pembenahan,
kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan
terpencil, d) membangun lembaga sosial yang
dapat menjamin kehidupan penganggur, e)
Menyederhanakan perizinan dan peningkatan
) Mérigembangkan
pariwisata dan kebudayaan Indonesia, g)
sinergi antar BUMN

keamanan, sektor
Melakukan xprogram
atau BUMS yang memiliki keterkaitan
usaha hasil
mengisi kebutuhan, h) Menyeleksi Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim
ke
pertumbuhan penduduk, j) Menyempurnakan
kurikulum dan sistem pendidikan nasional
(Sisdiknas), dan k) Mengembangkan potensi
kelautan dan pertanian.

atau produksi akan saling

luar negeri, 1) memperlambat laju
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